
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Perjanjian pengikatan jual beli sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah
(analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 85
K/Pdt/2011) = Sale purchase commitment agreement as proof of
ownership of land title (analysis of Indonesian Supreme Court
adjudication number 85 K/Pdt/2011)
Annisa Fadilla Kartadimadja, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403686&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Mengajukan

permohonan sertifikat hak atas tanah yang belum bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN),

terdapat beberapa syarat yang diperlukan, salah satunya adalah terdapat bukti beralihnya hak atas tanah,

seperti apabila perpindahan haknya diakibatkan karena jual beli, maka harus terdapat Akta Jual Beli (AJB)

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada kalanya sebelum dibuatkan Akta Jual Beli

Tanah, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt/2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilkan Miaw Tjong

alias Hartono (Penggugat) didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 12 Maret 1993

yang dibuat dihadapan Notaris. Seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah menurut

Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat hak atas tanah. Akan menjadi suatu masalah, khususnya

terkait dengan kepemilikan atas tanah jika suatu perjanjian pengikatan jual beli dijadikan sebagai bukti

kepemilikan hak atas tanah.

......The ownership of the land shall be proven with a title deed. To apply for a land title deed which has not

been certified to a National Land Agency (BPN), there are some requirements that needed. One of them is

evidence of the tranfers of the land, such as deed of sale-purchase that made to a Land Deed Official known

as Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) if the transfer of the land is by selling and purchasing. A Sale-

Purchase Commitment Agreement often made beforehand, before making the deed of sale-purchase. On the

Indonesian Supreme Court Adjudication Number 85 K/Pdt/2011, the judge said that the ownership of Miaw

Tjong alias Hartono (Plaintiff) were based on Sale-Purchase Commitment Agreement No. 26 that made to a

notary. But the one that should be proof of land ownership based on Agrarian Law is a Land Title Deed.

There will be a problem, particularly those related to land ownership, if a sale-purchase commitment

agreement be used as a proof of land ownership.
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